AN

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36/PERMENTAN/SR/10/2017
TENTANG
PENDAFTARAN PUPUK AN-ORGANIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor
43 /Permentan/SR.140/8/2011 tentang Syarat dan
Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik telah diatur
Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;

b. bahwa sesuai  dengan perkembangan  ilmu
pengetahuan dan teknologi, dan Pupuk An-Organik
merupakan salah satu sarana produksi Pertanian yang
sangat dibutuhkan oleh Petani dalam melakukan
kegiatan budidaya tanaman sehingga harus dikelola
dengan baik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk
melaksanakan ketentuan, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Pertanian tentang Pendaftaran

Pupuk An-Organik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang
Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);



10.

i, .

Undang-Undang Nomor & Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republ.ik Indonesia Nomor 3821);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059};

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang
Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5170);

Undang-Undang tentang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5512); |
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5584);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang
Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5613);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek
dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5933);
Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang
Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020};
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang
Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079),



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19,
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Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001
tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);
Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5617);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 85};

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016 tentang
Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5918);

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/ Permentan/
OT.140/8/2007 tentang  Pelaksanaan Sistemn
Standardisasi Nasional di Bidang Pertanian;

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 117/ Permentan/
HK.300/11/2013 tentang Pelayanan Perizinan
Pertanian Secara Online (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1323);

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/ Permentan/
OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 73/M-DAG/
PER/9/201S tentang Kewajiban Pencatuman Label

dalam Bahasa Indonesia Pada Barang;



Menetapkan
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MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG
PENDAFTARAN PUPUK AN-ORGANIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Pupuk An-Organik adalah pupuk hasil proses
rekayasa secara kimia, fisik dan/atau biologis, dan
merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
Formula Pupuk adalah kandungan senyawa dari
unsur hara utama dan/atau unsur hara mikro dan
mikroba.

Pengadaan adalah kegiatan penyediaan pupuk baik
berasal dari produksi dalam negeri maupun dari luar.
negeri.

Pengujian adalah semua kegiatan menguji  baik
di laboratorium maupun di lapangan yang dilakukan
terhadap semua produk pupuk baik yang dibuat
di dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri.

Pendaftaran adalah kegiatan untuk pemberian nomor
Pendaftaran agar pupuk yang telah memperoleh
nomor Pendaftaran dapat diproduksi, diimpor dan
diedarkan.

Standar Mutu adalah persyaratan teknis atau sesuatu
yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang
disusun berdasarkan konsensus untuk menjamirn
kualitas produk atau mutu.

Standar Nas:lonal Indonesia yang selanjutnya disingkat
SNI adalah Standar yang ditetapkan oleh BSN dan
berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia

Persyaratan Teknis Minimal yang selanjutnya
disingkat PTM adalah Standar Mutu yang
dipersyaratkan dan ditetapkan oleh Menteri.



10.

11.

(1)

(2)
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Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pertanian.

Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang
melaksanakan tugas di bidang pupuk.

Kepala Pusat adalah kepala pusat yang melaksanakan
tugas di bidang perizinan pertanian. |

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar

hukum dalam penyelenggaraan Pendaftaran Pupuk

An-Organik.

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

a. melindungi manusia dan lingkungan hidup dari
pengaruh yang membahayakan sebagai akibat
penggunaan Pupuk An-Organik;

b. menjamin mutu dan efektivitas  Pupuk An-
Organik; dan

c. memberikan kepastian Formula Pupuk An-
Organik yang beredar di wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia sesuai dengan komposisi

pupuk yang didaftarkan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi Pengadaan,

Pengujian, Pendaftaran, perubahan dan peralihan, serta

pupuk formula khusus.

BAB II
PENGADAAN

Pasal 4

Pengadaan Pupuk An-Organik dilakukan melalui produksi

dalam negeri dan pemasukan dari luar negeri.

Pasal 5

(1) Pupuk An-Organik berasal dari produksi dalam negeri

dan pemasukan dari luar negeri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4, dilengkapi deskripsi, serta
lulus uji mutu dan efektivitas.



(2)

3)
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Pupuk An-Organik produksi dalam negeri selain
dilengkapi deskripsi, serta lulus uji mutu dan
efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus
berasal dari Formula Pupuk hasil rekayasa.

Deskripsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) paling kurang memuat analisis komposisi dan
analisis kadar unsur hara.

Pasal 6

Deskripsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum

dalam Lampiran | yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

BAB III
PENGUJIAN

Pasal 7
Pupuk An-Organik sebagaimana yang dimaksud dalam
Pasal 4 yang akan diedarkan harus terjamin mutu dan
efektivitasnya, serta didaftarkan.
Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diajukan kepada Menteri untuk memperoleh nomor
Pendaftaran.
Untuk menjamin mutu dan efektifitas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pupuk An-Organik dilakukan
Pengujian.
Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3} terdiri

atas uji mutu dan uji efektivitas.

Pasal &
Uji mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
{4) berdasarkan SNI.
SNI sebagaimana dimaksud pada ayat {1) ditetapkan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam hal SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
belum ditetapkan, digunakan PTM.
PTM sebagaimana dimaksud pada ayat {3} ditetapkan
dengan Keputusan Menteri.



Pasal 9

(1) Dalam hal mutu pupuk yang akan didaftarkan belum
diatur dalam PTM atau SNI sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8, Tim Teknis menyusun PTM.

(2) Tim Teknis melakukan pengkajian terhadap PTM
dan/atau SNI yang telah ditetapkan yang akan
direkomendasikan oleh Tim Teknis kepada Direktur
Jenderal untuk diusulkan sebagai SNI.

(3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 10
Uji mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4}
dilakukan oleh lembaga uji mutu yang terakreditasi.

Pasal 11
Uji efektivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
{4) dilakukan untuk menilai efektivitas Pupuk An-Organik
terhadap pertumbuhan atau kualitas tanaman, hasil
tanaman, dan/atau nilai ekolnomis hasil produksi
tanamarn.
Pasal 12
(1) Uji efektifitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (4) dilakukan oleh lembagé uji yang terakreditasi
atau yang ditunjuk.
(2) Lembaga uji yang akan ditunjuk sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling kurang memenuhi:

a. peralatan budidaya tanaman;

b. peralatan pengukuran (timbangan, meteran);

¢. lahan pertanian paling kurang 2.000 m? (dua ribu
meter persegi) yang terjamin pengairannya,

d. 1 (satu) orang dengan pendidikan S1 di bidang
pertanian  yang mempunyai  pengalaman,
pengetahuan budidaya tanaman dan pemupukan;

e. 2 [(dua) orang dengan pendidikan SLTA yang
berpengalaman paling kurang 2 tahun di bidang

pertanian.
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(3) Lembaga uji efektivitas yang ditunjuk sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan
Menter.

Pasal 13
(1) Uji efektivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
ayat (1) menggunakan metode uji dan pelaporan.
(2) Metode uji dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14
(1) Untuk melakukan Pengujian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (4), permohonan Pengujian
diajukan secara daring (online) kepada lembaga uji
melalui Kepala Pusat..
(2) Permohonan Pengujian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan oleh permohon. '

Pasal 15
Pengujian mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan bidang standardisasi.

Pasal 16
Pengujian efektivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (4) dilakukan sesuai dengan metode uji sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 17
(1) Pupuk An-Orgamk yang telah dilakukan Pengujian
mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
diberikan sertifikat hasil uji mutu.
(2) Pupuk An-Organik yang telah dilakukan Pengujian
efektivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16

diberikan laporan hasil uji efektivitas.



(3)

(1)

(2)
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Hasil Uji mutu dan laporan uji efektivitas diunggah
(upload) oleh lembaga uji.

Pasal 18

Sertifikat hasil uji mutu dan laporan hasil uji
efektivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
berlaku selama 12 (dua belas) bulan sejak dikeluarkan
oleh lembaga uji.

Sertifikat hasil uji mutu dan laporan hasil uji
efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
digunakan sebagai syarat Pendalftaran.

BAB IV
PENDAFTARAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

Pupuk An-Organik yang akan didaftarkan apabila

termasuk dalam:

a.

b.

(1)

SNI wajib, harus dilampirkan SPPT-SNI;

SNI sukarela, harus dilampirkan SPPT-SNI atau
sertifikat hasil uji muty; atau

PTM, harus dilampirkan sertifikat hasil uji mutu.

Bagian Kedua
Syarat Pendaftaran

Pasal 20

Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19, permohonan Pendaftaran Pupuk An-
Organik dilakukan dengan melampirkan persyaratan
sebagai berikut: '

a. akte pendirian dan perubahannya;

b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)/Tanda

Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) pupuk;



(2)

o

j.

k.
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surat keterangan domisili perusahaan;

Kartu Tanda Penduduk (KTP)/kartu identitas
pimpinan perusahaan;

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
konsep label;

surat tanda bukti pendaftaran merek/sertifikat
merek dari instansi yang berwenang;

laporan hasil uji efektivitas; dan

surat pernyataan bermaterai dari pemohon bahwa
dokumen persyaratan lengkap dan benar,
Deskripsi Pupuk;

Bukti Pembayaran PNBP.

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat

{1}, permohonan Pendaftaran Pupuk An-Organik yang

berasal dari luar negeri disertai surat penunjukan

kuasa/perwakilan dari pemilik formulasi yang berasal

dari

luar negeri kepada badan usaha yang

berkedudukan di Indonesia.

Pasal 21

Konsep label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat

(1) huruf { ditulis dalam Bahasa Indonesia dan paling

kurang memuat:

a.

p o

R @

P
K

nomor Pendaitaran;

nama/merek dagang;

jenis;

kandungan hara,

isi atau berat bersih barang;

masa edar;

aturan pakai/cara penggunaarn,

kode produksi;
nama dan alamat produsen untuk barang produksi

dalam negeri;

nama dan alamat produsen atau importir;

negara pembuat; dan

petunjuk penggunaan.



(1)

(2}

(1)

(2)

(1)

(2)
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Bagian Ketiga

Tata Cara Pendaftaran

Paragraf 1
Pendafiaran Pertama Kali

Pasal 22
Permohonan Pendaftaran Pupuk An-Organik diajukan
secara daring (online) oleh pemohon kepada Menteri

melalui Kepala Pusat dengan melampirkan

_ persyaratan permohonan Pendaftaran sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 20.

Kepala Pusat dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)
hari kerja setelah menerima permohonan Pendaftaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selesai
memeriksa kelengkapan dan kebenaran persyaratan

dan memberikan jawaban menerima atau menolak.

Pasal 23

Permohonan diterima sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 22 ayat (2} apabila telah memenuhi persyaratan
permohonan Pendaftaran selanjutnya oleh Kepala
Pusat disampaikan kepada Direktur Jenderal.

Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 22 ayat (2) apabila persyaratan permohonan
Pendaftaran tidak lengkap dan/atau tidak benar,
Kepala Pusat memberitahukan kepada pemohon
disertai alasan penolakan secara daring (online) untuk

dilengkapi oleh pemohon.

Pasal 24
Direktur Jenderal setelah menerima permohonan dari
Kepala Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
ayat (1) melakukan verifikasi teknis.
Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan untuk menilai kesesuaian hasil uji mutu
dengan Standar Muty, dan kebenaran hasil uji

efektivitas.
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Pasal 25

Apabila hasil verifikasi dinyatakan:

a.

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(1)

(2)

Iulus, Direktur Jenderal menerbitkan .nomor

Pendaftaran; atau
tidak lulus, Direktur Jenderal melakukan penolakan.

Pasal 26

Nomor Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25 huruf a ditetapkan oleh Direktur Jenderal
atas nama Menteri dalam bentuk Keputusan Menteri.
Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 10
(sepuluh) hari kerja sejak diterima dari Kepala Pusat.
Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), oleh Direktur Jenderal disampaikan kepada
Kepala Pusat.

Kepala Pusat sebagaimana dimaksud pada' ayat (3)
dalam jangka waktu paling Jama 1 {satu) hari kerja

menyampaikan kepada pemohon.

_ Pasal 27
Penblakan sebhagaimana dimaksud dalam Pasal 25
huruf b disampaikan oleh Direktur Jenderal disertai
dengan alasan penolakan dalam jangka waktu paling
lama 3 (tiga) hari kerja kepada Kepala Pusat.
Kepala Pusat menyampaikan penolakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada pemohoﬁ dalam
jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja.

Pasal 28
Nomor Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25 huruf a berlaku untuk jangka waktu selama
5 (lima) tahun.
Nomor Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1} yang habis masa berlakunya, dapat dilakukan
daftar ulang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun
berikutnya.
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Pasal 29

Penomoran Pupuk An-Organik tercantum dalam Lampiran

11

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini.

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

Paragraf 2
Pendaftaran Ulang

Pasal 30
Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28 ayat (2), dilakukan paling lambat 90
(sembilan puluh) hari kerja sebelum masa berlaku
nomor Pendaftaran berakhir.
Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19.
Laporan uji efektivitas dapat digunakan sebagail
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dengan ketentuan tidak melebihi 10 (sepuluh) tahun
sejak diterbitkan.
Pemohon Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), harus memperhatikan tenggat waktu
yang diperlukan untuk melakukan uji mutu dan wji
efektivitas untuk memenuhi persyaratan Pendaftaran

ulang.

Pasal 31

Apabila Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 30 melebihi batas waktu berlakunya
nomor Pendaftaran, pemohon diwajibkan untuk
melakukan Pendaftaran pertama kali.

Dalam hal Pendaftaran ulang sedang dalam proses
seda.ngkan masa berlaku nomor Pendaftaran lama
sudah habis, produksi dan peredaran Pupuk An-
Organik wajib dihentikan.



(1)

{2)

(3)

(4)

(1)

(2)
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Paragraf 3
Kewajiban Pemegang Nomor Pendaftaran

Pasal 32

Pemegang nomor Pendaftaran wajib mencantumkan
seluruh Keterangan yang dipersyaratkan pada label
kemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
Pemegang nomor Pendaftaran wajib menjamin mutu
Pupuk An-Organik yang sudah beredar dengan batas
toleransi 8% (delapan persen) dari formula pupuk yang
didaftarkan.

Pemegang nomor Pendaftaran wajib membuat laporan

produksi atau laporan impor selama 6 {enam) bulan

- sekalli.

Pemegang nomor Pendaftaran wajib melaporkan
adanya perubahan alamat pemegang nomor
Pendaftaran.

BAB V
PERUBAHAN DAN PERALIHAN

Bagian Kesatu
Perubahan

Pasal 33

Perubahan nama dagang, kemasarn, produsen pupuk
dan atau warna Pﬁpuk An-Organik dapat dilakukan
paling kurang 12 (dua belas) bulan setelah diterbitkan
nomor Pendaftaran.

Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
dilaporkan kepada Direktur Jenderal melalui Kepala
pusat untuk ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas

nama Menteri dalam bentuk Keputusan Menterl.

Pasal 34

Perubahan nama dagang dan kemasan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan dengan melampirkan
perubahan nama dagang dan kemasan yang baru.
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Pasal 35

(1) Perubahan produsen dilakukan dengan melampirkan
uji mutu dan uji efektivitas.

(2) Perubahan warna pupuk dilakukan  dengan
melampirkan uji mutu.

(3) Dalam hal hasil pengujian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2):
a. memenuhi persyaratan, perubahan dapat

disetujui; atau

b. tidak memenuhi persyaratan, perubahan ditolak.

Pasal 36
Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, yang
telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 34 dan 35, ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas
nama Menteri dalam bentuk Keputusan Menteri.

Bagian Kedua
Peralihan Nomor Pendaftaran

Pasal 37

(1) Dalam hal terjadi penggabungan perusahaan, akuisisi,
divestasi atau alasan lainnya, nomor Pendaftaran
Pupuk An-Organik dapat dialihkan.

(2) Pengalihan nomor Pendaftaran untuk alasan lainnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
paling kurang 3 (tiga) tahun terhitung sejak nomor
Pendaftaran pemegang Pupuk An-Organik diterbitkan.

(3) Pengalihan nomor pendaftaran Pupuk An-Organik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan

dengan akta pengalihan yang dibuat notaris.

Pasal 38
(1) Pengalihan nomor Pendaftaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 37, dilaporkan kepada Direktur Jenderal
melalui Kepala Pusat oleh pemegang nomor
Pendaftaran baru, untuk dicatat dalam buku nomor

Pendaftaran.



(2)

(3)

(1)

{2)

(3)

(2)
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Permohonan pengajuan pengalihan nomor Pendaftaran
dengan melengkapi persyaratan administrasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 kecuali ayat
(1) huruf h.

Pengalihan nomor Pendaftaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 37 ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas

nama Menteri dalam bentuk Keputusan Menteri.

BAB VI
PUPUK FORMULA KHUSUS

Pasal 39
Pupuk formula khusus harus diproduksi oleh
pemegang nomor Pendaftaran Pupuk An-Organik.
Pemegang nomor Pendaftaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1}, dalam memproduksi pupuk formula
khusus wajib sesuai dengan jenis unsur hara yang
tercantum dalam nomor Pendaftaran.
Pupuk formula khusus sebagaimana dimaksud pada
ayat {1) tidak wajib didaftar.

Pasal 40

Pemegang nomor Pendaftaran Pupuk An-Organik
dapat melayani pesanan pupuk formula khusus,
setelah mendapatkan persetujuan dari ‘Direktur
Jenderal.
Untuk mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang
nomor Pendaftaran Pupuk An-Organik mengajukan
permohonan kepada Direktur Jenderal melalui Kepala
Pusat, dengan melampirkan persyaratan:
a. Keputusan Pendaftaran Pupuk An-Organik;
b. bentuk fisik sesuai dengan Formula Pupuk An-

Organik;
c. bukti pemesanan, atau perjanjian/ kontrak

kerjasama,;
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d. surat pernyataan bahwa pupuk formula khusus
digunakan langsung oleh pemesan; dan
e. surat penyataan bahwa tidak digunakan dalam

lelang Pemerintah oleh pemesan.

Pasal 41
Pemegang nomor Pendaftaran yang memproduksi pupuk
formula khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39,
wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal melalui Kepala
Pusat disertai faktur pajak 6 (enam) bulan setelah
mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal untuk
dilakukan pengawasan.

Pasal 42
Pupuk An-Organik dengan formula khusus sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 39 dilarang untuk diedarkan dan
digunakan untuk kepentingan umurm.

BAB VII
KETENTUAN SANKSI

Pasal 43
Lembaga uji yang terbukti tidak menjamin kerahasiaan dan
kebenaran hasil uji yang dilakukannya, diberikan teguran
tertulis oleh Direktur Jenderal dan dilaporkan kepada
pejabat yang berwenang untuk dikenakan sanksi sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44
Petugas yang melayani Pendaftaran yang terbukti tidak
menjamin kerahasiaan data dikenakan sanksi disiplin

pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45
Pemochon yang terbukti mengedarkan Pupuk An-Organik
yang sedang dalam proses Pendaftaran baru dikenakan

sanksi pembatalan permohonan Pendaftaran.



(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)
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Pasal 46

Pemegang nomor Pendaftaran yang tidak
mencantumkan seluruh keterangan yang
dipersyaratkan pada label kemasan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau tidak melaporkan
adanya perubahan pemegang nomor Pendaftaran
dikenakan sanksi pencabutan nomor Pendaftaran.
Pemegang nomor Pendaftaran yang tidak menjamin
mutu Pupuk An-Organik yang diproduksi dan/atau
diedarkan dikenakan sanksi pencabutan nomor
Pendaftaran.

Pemegang nomor  Pendaftaran  yang tidak
memproduksi atau tidak mengimpor atau tidak
membuat laporan produksi atau laporan impor Pupuk
An-Organik yang didaftarkan selama 2 (dua) tahun
dikenakan sanksi pencabutan nomor Pendaftaran.
Pemegang nomor Pendaftaran yang tidak melaporkan
adanya perubahan alamat pemegang  nomor
Pendaftaran dikenakan sanksi pencabutan nomor

Pendaftaran.

Pasal 47
Pencabutan  nomor Pendaftaran  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 46 dilaksanakan atas

rekomendasi Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida

Pusat (KPPP).

Keputusan tentang pencabutan nomor Pendaftaran
pupuk sebagaimana ayat (1) ditetapkan oleh Direktur

Jenderal atas nama Menteri.

Pemegang nomor Pendaftaran, produsen, dan/atau

importir wajib menarik Pupuk An-Organik dari

peredaran paling lambat 3 ({tiga) bulan sejak
ditetapkan keputusan tentang pencabutan nomor

Pendaftaran.
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Pasal 48
Penarikan Pupuk An-Organik dari peredaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3} dilakukan oleh dan atas
beban biaya pemegang nomor Pendaftaran, produsen,

dan/atau importir Pupuk An-Organik yang bersangkutan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

(1) Nomor Pendaftaran Pupuk An-Organik  yang
diterbitkan  sebelum  Peraturan  Menteri  ini
diundangkan, diﬁyata'kan masih tetap berlaku sampai
dengan berakhirnya nomor Pendaftaran. |

(2) Permohonan Pendaftaran Pupuk An-Organik sebelum
Peraturan Menteri ini diundangkan, dan sedang atau
telah dilakukan pengujian diproses pendaftarannya
sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pertanian
Nomor 43/PERMENTAN/SR.140/8/2011 tentang Tata
Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun éOl 1 Nomor 491).

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal S0
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Pertanian Nomor 43/PERMENTAN/SR.140/8/2011
tentang Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 491),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 51
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari
2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

MENTERI PERTANIAN
- REHYBLIK INDONESIA,

Wl

N SULAIMAN
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN.HAK ASASI MANUSIA
REPUB\L‘LKANDONESIA,

HJANA

REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1471
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7.

8.

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 36/PERMENTAN/SR.320/10/2017
TENTANG

PENDAFTARAN PUPUK AN-ORGANIK

DESKRIPS] PUPUK AN-ORGANIK, ANALISIS KOMPOSISI
DAN ANALISIS KADAR HARA

.
Merek PP PSe PP PP TP PP R L LS R A

Produsen OO U EUOT TP PUR PR PURRRT P PTPERITERIS AL EL L

Asal Pemasukan Negara

Jenis?

a. Pupuk Hara Makro Primer Tunggal

b. Pupuk Hara Makro Primer Majemuk
c. Pupuk Hara Makro Sekunder Tunggal
d. Pupuk Hara Makro Sekunder Majemuk
e. Pupuk Hara Mikro Tunggal

f. Pupuk Hara Mikro Majemuk

g. Pupuk Hara Makro — Mikro Campuran
Bentuk?

a. Padat

b. Cair

Hara (Mengikuti SNI atau PTM)

Dosis Aplikasi @ @ oo kg/ha atau liter/ha untuk
LANAINAN +commrriarresaser

Cara Aplikasi™

a. Sebar

b. Larik



c. Semprot
¢.1. Tanah
c.2. Tanaman
d. Fertigasi
9. Kegunaan

..............................................................

..............................................................

..............................................................

+ Keterangan:

............................................

............................................

--------------------------------------------

Y Bila lebih dari satu komoditas disebutkan masing-masing dosisnya

) Lingkari sesuai dengan klaim

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

wak_

N SULAIMAN



LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERTANIAN

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 36/PERMENTAN/ SR.. 320/10/2017
TENTANG

PENDAFTARAN PUPUK AN-ORGANIK
METODE UJI DAN PELAPORAN

METODE UJI EFEKTIVITAS PUPUK AN-ORGANIK

Uji efektivitas pupuk dilaksanakan setelah pupuk yang diuji memenuhi
kriteria teknis pupuk. Pupuk yang tidak memenuhi syarat uji mutu
tidak dapat dilakukan uji efektivitas.

1. Tujuan Pengujian
Mengukur -efektivitas pupuk terhadap pertumbuhan dan/atau

hasil tanaman dan/atau efisiensi penggunaan pupulk.

2. Pelaksana
Nama lembaga pelaksana uji efektivitas yang ditunjuk oleh Menteri

Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat 2.

3. Ruang Lingkup
Uji pupuk dilakukan dengan mengadakan percobaarn pemupukan
pada skala atau kondisi 1ai)angan dengan tanaman indikator
sesuai dengan ketentuan atau sesuai fungsi/kegunaan pupuk
tersebut.
Kondisi tanah atau lahan yang digunakan untuk uji efektivitas

pupuk disesuaikan dengan pupuk yang diuji

4. Lokasi dan Waktu
4.1. Uji dilakukan di lahan milik lembaga uji efektivitas atau lahan

milik petani.
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4.2. Waktu pelaksanaan uji disesuaikan dengan umur dan

karakteristik tanaman wji. Uji pupuk dilakukan pada

tanaman semusim berumur > 2,5 bulan atau pada tanaman

tahunan (selama > 6 bulan).
5. Bahan dan Metode

5.1. Bahan
51.1.

5.1.2.

5.1.3.

Tanah

Uji efektivitas dilakukan pada tanah yang mempunyai
status hara rendah.

Tanaman Uji

Jenis tanaman uji disesuaikan dengan jenis pupuk

yang diuji. Tanaman pangan seperti padi, palawija

_(jagung/kedelai/kacang tanah), hortikultura berumur

> 2,5 bulan, tanaman perkebunan (pembibitan,
tanaman yang belum menghasilkan (TBM) selama > 6
bulan atau tanaman menghasilkan (TM) selama > 1,5
tahun.

Varietas

Varietas tanaman uji yang digunakan adalah varietas

yang telah resmi dilepas oleh Kementerian Pertanian.

5.2. Metode

5.2.1.

52.2

5.2.3.

Rancangan Percobaan

Rancangan yang digunakan adalah Rancangan Acak
Kelompok (RAK) berpola tunggal atau faktorial atau
rancangan lain sesuai kebutuhan dalam pengujian.
Perlakuan

Perlakuaﬂ uji efektivitas harus dapat menjawab tujuan
percobaan  yaitu meningkatkan  pertumbuhan
dan/atau hasil tanaman dan/atau mengefisienkan
penggunaan pupuk, minimal jumlah perlakuan 4.
Ulangan '

Banyaknya ulangan (u) ditentukan berdasarkan
banyaknya periakuan (p), sehingga memenuhi kaidah
sebagai berikut :

(p-1) (u-1) = 15 satuan percobaan



Contoh :
Tabel 1. Contoh Perlakuan Uji Efektivitas Pupuk NPK Majemuk Makro
NPK yang Urea SP-36 KCl
No Perlakuan diuji
kg/ha
1 | Keontrol 0 0 0 0
2 | Standar 0 B1 B2 B3
3 | v NPK - Ya > * *
4 |v NPK Y * * *
5 [% NPK % * * ¥
6 | 1 NPK**) 1 * * ¥
7 [1% NPK 1 Ve * * *
8 |1% NPK - 1 % * * *
Keterangan :

Takaran Bl tergantung pada kandungan bahan organik tanah

Takaran B2 dan B3 tergantung pada status hara P dan K tanah dan jenis
tanaman

*)  pupuk tambahan untuk menyesuaikan dosis

*) 1 x dosis pupuk NPK yang diuji tergantung dari klaim

Tabel 2. Contoh Perlakuan Uji Efektivitas Pupuk Tunggal Makro Primer
a. PupukN

Dosis Urea SP-36 KCl

No. Perlakuan pupuk. N

' yang diuji

kg/ha
1 | Kontrol 0 0 B2 B3
2 | Standar 0 Bl B2 B3
3 |%N Ya 0 B2 B3
4 {% N Ya 0 B2 B3
5 [%N Ya 0 B2 B3
6 |1IN 1 0 B2 B3
7 |1% N 1 Ya 0 B2 B3
8 |1% N 1% 0 B2 B3 |
Keterangan !:

Takaran B1 tergantung pada kandungan bahan organik tanah
Takaran B2 dan B3 tergantung pada status hara P dan K tanah dan jenis

tanaman



b. Pupuk P
Dosis Urea SP-36 KC1
No. Perlakuan pupulc P
yang diuji
kg/ha
1 | Kontrol 0 B1 0 B3
2 | Standar 0 Bl B2 B3
3 |%P Ya B1 0 B3
4 |2P Y2 Bl 0 B3
5 |%P %a Bl 0 B3
6 [1P 1 Bl 0 B3
7 11% P 1 Y Bl 0 B3
8 |1% P 1'% B1 0 B3
Keterangan :

Takaran Bl tergantung pada kandungan bahan organik tanah
Takaran B2 dan B3 tergantung pada status hara P dan K tanah dan jenis

tanaman
c. Pupuk K
Dosis Urea SP-36 KCl
No. Perlakuan pupul K
yang diuji
kg/ha
1 [ Kontrol 0 B1 B2 0
2 | Standar 0 Bl B2 B3
3 |%K Ya B1 B2 0
4 (%K Ya Bl B2 0
5 |%K ¥a - Bl B2 0
6 |1K 1 B1 B2 0
7 1% K 1% Bl B2 0
g |1% K 1% Bl B2 0
Keterangan :

Takaran B1 tergantung pada kandungan bahan organik tanah
Takaran B2 dan B3 tergantung pada status hara P dan K tanah dan jenis

tanaman



Tabel 3. Contoh Perlakuan Uji Efektivitas Pupuk Mikro, Pupuk Makro
Sekunder, dan Pupuk Hara Fungsional

a. Belum diketahui takaran rekomendasi pupuk uji

Pupuk

mikro Urea | SP-36 KCl
No Perlakuan yang

diuji

kg/ha

1 | Kontrol 0 0 0 0
2 | Standar (Std) 0 Bl B2 B3
3 | Std + % Dosis pupuk uji Yo Bl B2 B3
4 | Std + 1 Dosis pupuk uji 1 B1 B2 B3
5 | Std + 1 % Dosis pupuk uji 1% B1 B2 B3
6 | % Std + 1 Dosis pupuk uji 1 % Bl | % B2 | %B3
7 | % Std + % Dosis pupuk uji Y2 3% Bl | % B2 % B3
8 | % Std + 1 % Dosis pupuk uji 1 Y% % Bl | % B2 | % B3

Keterangan :
Takaran Bl tergantung pada kandungan bahan organik tanah

Takaran B2 dan B3 tergantung pada status hara tanah dan jenis tanaman

b. Telah diketahui takaran rekomendasi pupuk uji

Pupuk mikro Urea SP-36 KCl
No Perlakuan yang diuji |
kg/ha
1 | Kontrol 0 0 0 0
2 | Standar (Std) 0 Bl B2 B3
3 [ Std + 1 Dosis Mikro 1 Bl B2 B3
4 |34 Std + 1 Dosis Mikro 1 % Bl % B2 % B3

Keterangan :
Takaran Bl tergantung pada kandungan bahan organik tanah
Takaran B2 dan B3 tergantung pada status hara tanah dan jenis tanaman
5.2.4. Petak percobaan
Ukuran petak percobaan ditentukan berdasarkan jenis
tanamar :
52.4.1. Tanaman padi dan palawija minimal

5 m x 5 m; petak panen minimal 5 m2.



5.2.5.

3.2.6.

5.2.7.

5.2.8.

5.2.4.2, Tanaman sayuran minimal 5 m x § m terbagi
menjadi 4 bedeng, masing-masing bedeng
berukuran 1 m x 5 m.

5.2.4.3. Tanaman tahunan setiap perlakuan terdiri
dari minimal 9 tanaman.

Tata Letak Unit Percobaan

5.2.5.1. Satuan percobaan diletakkan secara acak
(random) dalam satu kesatuan (satu
ulangan) dan tidak terpencar.

5.2.5.2. Untuk lahan miring, letak ulangan harus
tegak lurus arah gradien kesuburan tanah.

Cara Aplikasi Pupuk

Pupuk sesuai dosis diaplikasikan sesual anjuran.

Pupuk an-organik padat diberikan dengan cara

disebar atau alur atau tugal atau dalam lubang

tanam. Pupuk yang berbentuk cair dapat

diaplikasikan ke dalam tanah (kocor} dan/atau

disemprotkan ke tanaman secara berkala sesuai

dengan klaim.

Pemeliharaan

Pemeliharaan tanaman mengacu pada prosedur

standar budidaya tanaman untuk setiap jenis

komoditas mencakup pengendalian hama dan

| penyakit yang dapat mengganggu pelaksanaan dan

pencapaian hasil penelitian.

Pengamatan

5.2.8.1. Metode Pengamatan
Pengamatan pertumbuhan dilakukan dengan
mengukur pertumbuhan vegetatif tanaman
secara berkala. Pengukuran hasil dilakukan
sesuai dengan jenis tanaman.

5.2.8.2. Pengamatan Pertumbuhan Tanaman
Pengamatan dilakukan secara berkala sesuai
dengan umur tanaman yang diuji.

5.2.8.3. Pengamatan Panen Tanaman Semusim
Biomasa dan/atau hasil biji/buah diukur
dari petak panen kemudian dikonversi per

hektar.



CAS

Dalftar Isi
Lembar Pengesahan
I. Pendahuluan
1.1. Latar Belakang
1.2. Tyjuan
II. Metodologi (Tempat, Waktu, Bahan, Alat dan Metode)
1II. Hasil dan Pembahasan
3.1. Hasil Uji Mutu Pupuk yang Diuji.
3.9. Hasil Analisis Tanah Sebelum Pelaksanaan Uji.
3.3. Analisis Variabel Hasil Pengukuran (Pertumbuhan dan
Hasil).
3.4, Relative Agronomic Effectiveness (RAE) dan/atau
efisiensi penggunaan pupuk.
IV. Kesimpulan
V. Daftar Pustaka

V1. Lampiran

C. KETENTUAN LULUS UJI EFEKTIVITAS PUPUK AN-ORGANIK

1. Ketentuan lulus uji efektivitas pupuk an-organik meliputi

ketentuan lulus uji efektivitas secara teknis.

2. Metode Penilaian
Ketentuan Lulus Uji Secara Teknis
Pupuk an-organik yang diuji dinilai lulus uji efektivitas apabila
perlakuan pupuk yang diuji secara statistik sama atau lebih tinggi
dibandingkan dengan perlakuan standar pada taraf nyata 5 % dan

RAE = 95% atau meningkatkan efisiensi pupuk.

MENTERI PERTANIAN
REHUBLIK INDONESIA,
e

Wi\ >

N SULAIMAN



LAMPIRAN II1

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 36/PERMENTAN/SR.320/10/2017
TENTANG

PENDAFTARAN PUPUK AN-ORGANIK

TATA CARA PENOMORAN
PUPUK AN-ORGANIK

Penomoran pupuk an-organik meliputi jenis pupuk, bentuk pupuk, tahun
penerbitan dan nomor pendaftaran dilakukan dengan ketentuan scbagai
berikut :

Kode jenis formula meliputi :

01 = Pupuk An-Organik

02 = Pupuk Organik

03 = Pupuk Hayati

04 = Pembenah Tanah
Kode bentuk formula meliputi :

01 = Butiran (granular)

02 = Cair {liguid)

03 = Tepung (powden

04 = Tablet

05 = Priil

06 = Batang (stick)

o7 = Pelet

08 = Bentuk lainnya

Contoh : 01.02.2015.200
Keterangan contoh:

oL = pupuk an-organik
02 = berbentuk cair
2015 = tahun penerbitan
200 = nomor pendaftaran

MHBNTERI PERTANIAN
RERUBLIK INDONESIA,

Wi\

N SULAIMAN



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

Mengingat

NOMOR  209/Kpts/SR.320/3/2018
TENTANG

PERSYARATAN TEKNIS MINIMAL PUPUK AN-ORGANIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (4)
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/PERMENTAN/
SR/10/2017 tentang Pendaftaran Pupuk An-Organik, perlu
menetapkan  Keputusan  Menteri  Pertanian  tentang

Persyaratan Teknis Minimal Pupuk An-Organik;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem
Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3478);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang
Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5170);

4. Undang-Undang tentang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5512);



Menetapkan

10.

11.

12.

13.

14,
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Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5584);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang
Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5613);

Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang
Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4020);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang
Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4079);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang
Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4153);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/PERMENTAN/
0T.140/8/2007 tentang Pelaksanaan Sistem
Standardisasi Nasional di Bidang Pertanian;

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/PERMENTAN/
OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Xerja
Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomeor 1243);

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/PERMENTAN/
SR/10/2017 tentang Pendaftaran Pupuk An-Organik (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1471);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERSYARATAN
TEKNIS MINIMAL PUPUK AN-ORGANIK.
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KESATU : Persyaratan Teknis Minimal Pupuk An-Organik sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Maret 2018

MENTERI PERTANIAN
YPUBLIK INDONESIA,

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:
1. Mentert Perdagangan,

2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

3. Lembaga Uji Mutu Pupuk An-Organik; "

4. Tim Teknis Pendaftaran Pupuk.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR  209/Kpts/SR.320/3/2018
TENTANG

PERSYARATAN TEKNIS MINIMAL
PUPUK AN-ORGANIK

PERSYARATAN TEKNIS MINIMAL
PUPUK AN-ORGANIK PADAT DAN CAIR

A, UMUM

1.

Lingkup
Ruang lingkup persyaratan teknis minimal Pupuk An-Organik meliputi
definisi dan syarat mutu.

Definisi

Persyaratan Teknis Minimal Pupuk An-Organik merupakan persyaratan
komposisi dan kandungan hara yang harus dipenuhi oleh Pupuk
An-Organik. Persyaratan Teknis Minimal Pupuk An-Organik adalah
standar mutu pupuk yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian terhadap
pupuk yang belum ada SNI (Standar Nasional Indonesia).

Persyaratan Mutu

Syarat mutu pupuk dikelompokkan dalam Pupuk Hara Makro Tunggal,
Pupuk Hara Makro Majemuk, Pupuk Hara Mikro Tunggal, Pupuk Hara
Mikro Majemuk dan Pupuk Hara Campuran yang dapat mengandung hara
makro dan mikro baik padat maupun cair dan pupuk yang mengandung
hara fungsional.

Kandungan hara dalam Pupuk An-Organik terdiri atas unsur hara Makro
Primer : Nitrogen, Fosfor, Kalium; hara Makro Sekunder : Kalsium,
Magnesium, Sulfur; dan unsur hara Mikro : Tembaga, Seng, Mangan,
Molibdenum, Boron, Kobal dan Besi, serta hara fungsional : Si.

Persyaratan Teknis Minimal Pupuk An-Organik terdapat pada Tabel 1.

Ketentuan Logam Berat dalam Pupuk An—Orgeinik

Semua jenis pupuk tidak diperbolehkan rriengandung logam berat As,
Hg, Cd, dan Pb yang dapat membahayakan kesehatan dan keamanan
lingkungan. Batas toleransi maksimal kandungan logam berat sebagai
bahan ikutan sebagaimana yang tercantum pada Tabel 1.

Batas toleransi 8% sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2)
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/PERMENTAN/SR/10/2017
tentang Pendaftaran Pupuk An-Organik hanya berlaku untuk pupuk
majemuk NPK padat.
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TABEL 1. PERSYARATAN TEKNIS MINIMAL PUPUK AN-ORGANIK

B. PTM Hara Makro

Pupuk Makro Tunggal j *
Jenis Hara D ro Tungg Pupuk Makro Majemuk
Padat Cair Padat Cair

Hara Makro Primer: -

- Total Nitrogen SNI** min 20% |- Total (N+P;0s - Total {N+P,05+
+K20) min 30%, K20) min 10%,
masing-masing masing-masing
unsur min 6% unsur min 2%

- Total Fosfor (sebagai SNI** min 8% - Total (N+P2Os) | - Total (N+P2Qs)

P20s) atau {P+K20) atau { +K20)
atau (PzOs+ . atan (P20Os+
K20) min 20%, Kz0) min 8%,
masing-masing Masing-masing
unsur min 6% unsur min 2%
- Total Kalium SNI** min 15% |- Total Natau |- TotalNatau |
(sebagai K20) gfi(r)lsl%t%u K20 i e R

Hara Makro Sekunder:

- Sulfur (sebagai S) min 75% min 20% min 9% min 3%

- Iéalcs)]ium (sebagai min 40% min 15% min 15% min 5%

a
- ﬂa%z;esium {sebagai min 25% min 6% min 9% min 2%
g

Silika (sebagai SiOa) min 10% min 5% min 6% min 4%

Silika Gel (sebagai min 60% - - -

Si02)

Kadar Air: maks 1%™ - maks 1%"™ -

maks S%™" - maks 5%™" -

Logam Berat:*****

- As maks 100 ppm

- Hg maks 10 ppm

- Cd maks 100 ppm

- Pb maks 500 ppm

* Pupuk majemuk adalah pupuk yang mengandung minimal 2 (dua)
unsur hara dan terdiri atas:

me e op

Makro primer;

Makro sekunder;

Makro primer + makro sekunder;
Makro primer + silika;

Makro sekunder + silika; atau
Makro primer + makro sekunder + silica.

*x Pupuk yang tidak atau belum diatur dalam SNI dan Permentan, maka
perlu rekomendasi dari Tim Teknis.

*kk

kxkk

kkkkk

yang mengandung silika

Berlaku untuk pupuk padat yang mengandung Nitrogen.
Berlaku untuk pupuk padat lainnya.
Syarat tambahan logam berat : Ni < 0,4%; Cr < 4% untuk pupuk padat




C. PTM Hara Mikro

_ Pupuk Mikro Tunggal Pupuk Mikro Majemuk*
Jenis Hara -

Padat Cair Padat Cair
Hara Mikro:
- Seng (Zn} SKI** min 2% Minimal terdiri | Minimal terdiri
- Boron (B) SKI** min 2% atas 2 {dua} atas 2 (dua)
- Tembaga {Cu) SKI** min 2% unsur unsur
- Mangan (Mn) SKI* min 2% Total 2 5% Total = 2%
- Molibden (Mo) SKI** min 2%
- Kobal (Co) SKI** min 2% 1 (satu) unsur | 1 {satu} unsur
- Besi (Fe) SKI** min 2% minimal 1% minimal 0,5%
Kadar Air: maks 2% - maks 2% -
Logam Berat:
- As maks 25 ppm | maks 5 ppm | maks 25 ppm | maks S ppm
- Hg maks 2,5 ppm | maks 0,2 ppm | maks 2,5 ppm | maks 0,2 ppm
- Cd maks 25 ppm | maks 1 ppm | maks 25 ppm maks 1 ppm
- Pb maks 125 ppm | meks S ppm | maks 125 ppm | maks 5 ppm

*  Pupuk mikro majemuk adalah pupuk yang terdiri atas minimal 2 (dua)

unsur hara mikro.

**  SKI : Standar Kimia Industri, kecuali pupuk hara mikro yang sudah

mempunyai SNI (seng sulfat teknis, pupuk borat, tembaga sulfat teknis

(terusi)}

D. PTM Pupuk An-Organik hara makro campuran padat dan hara makro

campuran cair mengacu SNI 02-6681-2002 yang mengatur hara makro

campuran yang terdiri atas hara makro primer dan hara mikro.
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E. PTM Hara Makro - Mikro Campuran*

Jenis Hara

Jenis Pupuk

Padat

Cair

Hara Makro Primer
Majemuk:

- NPK**
- NP
- NK

- PK

Hara Makro Primer

Tunggal:

- Total Nitrogen

- Total Fosfor (sebagai
P20s)

- Total Kalium
(sebagai K20}

Hara Makro Sekunder:

- Sulfur (sebagai S)

- Kalsium (sebagai
CaQ}

- Magnesium (sebagai
MgO)

Hara Mikro:

- Seng (Zn)

- Boron (B)

- Tembaga (Cu)
- Mangan (Mn)
- Molibden (Mo)
- Kobal (Co)

- Besi (Fe)

Silika (sebagai SiOg2)
Silika Gel (sebagai
Si02)

Total N+P205+K20 min 30%,
masing-masing unsur min 6%

Total N+P20s min 24%,
masing-masing unsur min 6%

Total N+K20 min 24%,
masing-masing unsur min 6%

Total P2Os+K20 min 20%,
masing-masing unsur min 6%

mirnt 10%
min 10%

min 10%

rnin 9%}
min 15%

min 9%

min 1%
min 0,5%
min 1%
min 0,5%
min 0,25%
min 0,1%
min 3%

min 10%
min 60%

Total N+P205+K20 min 10%,
masing-masing unsur min 2%

Total N+P20s min 8%,
masing-masing unsur min 2%

Total N+K20 min 8%,
masing-masing unsur min 2%

Total P20s+K20 min 8%,
masing-masing unsur min 2%

min 3%
min 3%

min 3%

min 3%
min 5%

min 3%

min 0,3%
min 0,15%
min 0,3%
min 0,15%
min 0,1%
min 0,03%
min 1%

min 8%




. Jenis Pupuk
Jenis Hara :
Padat Cair

Kadar Air: maks 19%***

maks 5%****
Logam Berat: *****
- As maks 100 ppm maks 5 ppm
- Hg maks 10 ppm maks 0,2 ppm
- Cd maks 100 ppm maks 1 ppm
- Pb maks 500 ppm maks 5 ppm

a. Hara Makro + Hara Mikro;
b. Hara Makro + Hara Mikro + Silika; atau
¢. Hara Mikro + Silika.

*%

pada SNI 02-6681-2002

wkk

vk Berlaku untuk pupuk padat lainnya.
*aexx Syarat tambahan logam berat : Ni < 0,4%; Cr < 4% untuk pupuk padat
yang mengandung silika.

Pupuk hara makro - mikro campuran adalah pupuk yang terdiri atas
campuran:

khusus untuk campuran hara makro NPK dan hara mikro mengacu

Berlaku untuk pupuk padat yang mengandung Nitrogen.
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F. METODE UJI MUTU PUPUK AN ORGANIK

No. | Jenis Unsur Metode Acuan
1. Nitrogen Ekstraksi : Combustion AOAC 2012, 2.4.02 993.13
Kjeldahl (H2S04) AQAC 2012, 2.4.03 955.04
Pengukuran : Titrimetri atau
Spektrofotometri
2. Fosfat (P2Os}) | Ekstraksi : Total, AQAC 2012, 2.3.01 957.02
Asam Sitrat 2%, AOQAC 2012, 2.5.10 963.03
Air AQAC 2012, 2.3.06 977.01
Pengukuran : Spektrofotometri AOAC 2012, 2.3.09 970.01
3. |Kalium (Ko0) | Ekstraksi  :Total
Pengukuran : Flamefotometer atau AOAC 2012, 2.5.05 955.06
Atomic Absorption AQAC 2012, 2,6.01 965.09
Spektrofotometer (AAS)
4, Belerang (S) Ekstraksi : Total
Pengukuran : Spektrofotometer AOAC 2012, 2.6.28 980.02
Gravimetri
5. Kalsium (Ca) | Ekstraksi : Total
Pengukuran : Atomic Absorption AOAC 2012, 2.6.07 945.04
Spektrofotometer (AAS) | AOAC 2012, 2.6.05 945.03
Titrasi
6. Magnesium Ekstralksi : Total
(Mgl Pengukuran : Atomic Absorption AQAC 2012, 2.6.17 984.01
Spektrofotometer (AAS) | AOAC 2012, 2.6.18 964.01
Titrasi
7. Silika Ekstraksi : Cair (Total) HC1 + HF AOAC 2012
Padat (tersedia} 0.5 N NIAES 1987
HCl
Gel (Na2CO3 + NH4NOj) | Pereira et al, 2003
Pengukuran : Speckirofotometer
8. Seng (Zn) Ekstraksi : Total AOAC 2012, 2.6.31 975.02
Pengukuran : Atomic Absorption
Spektrofotometer (AAS)
9. Boron {B} Ekstraksi : Total ' AOAC 2012, 2.6.04 ©82.01
Pengukuran : Spektrofotometer ACAC 2012, 2.6.02 949.02
Titrimetri




-10 -

No. | Jenis Unsur Metode Acuan
10. | Tembaga {Cu) | Ekstraksi : Total
Pengukuran : Atomic Absorption AOAC 2012, 2.6.11 975.01
Spektrofotometer (AAS)
11. | Mangan (Mn) | Ekstraksi : Total
Pengukuran : Atomic Absorption AOAC 2012, 2.6.22 940,02
Spektrofotometer (AAS)
12. | Besi {Fe} Ekstraksi : Total
Pengukuran : Atomic Absorption AQAC 2012, 2.6.15 980.01
Spektrofotometer (AAS) | AOAC 2012, 2.6.14 967.01
Titrimetri
13. | Molibden Ekstraksi ~ : Total AQAC 2012, 2.6.01 965.09
(Mo) Penguluran : Atomic Absorption
Spektrofotometer {AAS)
14, | Kobal (Co) Ekstraksi : Total
Pengukuran : Atomic Absorption AOAC 2012, 2.6.01 965.09
Spektrofotometer (AAS) | AOAC 2012, 2.6.35 2006.03
ICP AOAC 2012, 2.6.10 965.11
Kolorimetri
15, | Biuret Ekstraksi : Total
Pengukuran : Atomic Absorption ADAC 2012, 2.4.24 976.01
Spektrofotometer (AAS) AOAC 2012, 2.4.23 960.04
Spektrofotometer
16. | Arsen (As) Ekstraksi : Total
Pengukuran : Atomic Absorption AOAC 2012, 2.6.01 965.09
Spekirofotometer (AAS) | AOAC 2012, 2.6.35 2006.03
ICP
17. | Cadmium Ekstraksi : Total
(Cd) Pengukuran : Atomic Absorption AOAC 2012, 2.6.01 965.09
Spektrofotometer (AAS) | AOAC 2012, 2.6.35 2006.03
ICP
18. | Merkuri (Hg) | Ekstraksi : Total {Refluks) AOAC 2005, 9.2.22, 971.21
Pengukuran : Atomic Absorption AQAC 2003, 9.2.23, 977.15

Spektrofotometer (AAS)
yang dilengkapi Mercury
Vapour Unit (MVU)




- 11 -

Ne. | Jenis Unsur Metode Acuan
19. | Timbal (Pb) Ekstraksi : Total
Pengukuran : Atomic Absorption ADAC 2012, 2.6.01 965.09

Spektrofotometer (AAS) | ADAC 2012, 2.6.35 2006.03

ICP

Metode di atas untuk mengakomodir Pupuk An-Organik yang tidak ada SNI

MENTERI PERTANIAN
REP

JELIK INDONESIA,




MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 318/Kpts/0T.050/5/2018
TENTANG

PENUNJUKAN LEMBAGA UJI EFEKTIVITAS PUPUK AN-ORGANIK

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3)
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/PERMENTAN/
SR/10/2017 tentang Pendaftaran Pupuk An-Organik, perlu
menetapkan  Keputusan  Menteri  Pertanian  tentang

Penunjukan Lembaga Uji Efektivitas Pupuk An-Organik;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem
Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3478);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang
Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5170);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5584);



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 318/Kpts/0T,050/5/2018
TENTANG

PENUNJUKAN LEMBAGA UJI EFEKTIVITAS PUPUK AN-ORGANIK

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3)
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/PERMENTAN/
SR/10/2017 tentang Pendaftaran Pupuk An-Organik, perlu
menetapkan Keputusan Menteri  Pertanian tentang

Penunjukan Lembaga Uji Efektivitas Pupuk An-Organik;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem
Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3478);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang
Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5170);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5584);



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 318/Kpts/0T.050/5/2018
TENTANG

PENUNJUKAN LEMBAGA UJI EFEKTIVITAS PUPUK AN-ORGANIK

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3)
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/PERMENTAN/
SR/10/2017 tentang Pendaftaran Pupuk An-Organik, perlu
menetapkan Keputusan  Menteri Pertanian  tentang

Penunjukan Lembaga Uji Efektivitas Pupuk An-Organik;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem
Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3478);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang
Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5170);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5584);



Menetapkan

10.

11.

12,

13.

14.

s

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang
Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5613);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang
Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan
Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1973 Nomor 12);

Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang
Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4020);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang
Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4079};

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang
Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4153);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);

Peraturan Menteri Pertanian Nomor S58/PERMENTAN/
OT.140/8/2007 tentang Pelaksanaan Sistem
Standardisasi Nasional di Bidang Pertanian;

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/PERMENTAN/
OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 1243);

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/PERMENTAN/
SR/10/2017 tentang Pendaftaran Pupuk An-Organik (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1471);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENUNJUKAN
LEMBAGA UJI EFEKTIVITAS PUPUK AN-ORGANIK.
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KESATU : Menetapkan lembaga yang ditunjuk untuk melakukan uji

efektivitas pupuk an-organik.

KEDUA : Lembaga wuji efektivitas pupuk an-organik sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan

Menteri ini.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlalku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 2018

MENTERI PERTANIAN
RERUBLIK INDONESIA,

Wﬂ/\/

N SULAIMAN

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1.

ook N

Menteri Keuangan,;

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Pimpinan Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian;
Lembaga Uji Efektivitas Pupuk An-Organik;

Tim Teknis Pendaftaran Pupuk.
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 318/Kpts/0OT.050/5/2018
TENTANG LEMBAGA UJIl EFEKTIVITAS
PUPUK AN-ORGANIK

LEMBAGA UJI EFEKTIVITAS PUPUK AN-ORGANIK

NAMA ALAMAT
Balai Penelitian Tanah J1. Tentara Pelajar No.12 Kampus
(Balittanah) Penelitian Pertanian, Cimanggu, Bogor
16114

Telp. (0251) 8336757
Fax. (0251} 8322933, 8324608

Balai Besar Penelitian Padi J1. Raya Patok Besi No.9, Kotak Pos
8431 Sukamandi Subang 41256
Jawa Barat Kotak Pos 11

Telp. {0260) 520157

Fax. (0260) 520158

Balai Penelitian Tanaman Jl. Tentara Pelajar No.3, Kampus
Sayuran (Balitsa) Penelitian Pertanian, Cimanggu, Bogor
16111

Telp. (022) 2786245
Fax. (022) 2786416, 2786025

Balai Penelitian Tanaman Jl. Tentara Pelajar No.3, Kampus
Rempah dan Obat (Balitro) Penelitian Pertanian, Cimanggu, Bogor
16111

Telp. (0251) 8321879, 8327010

Fax. (0251) 8327010

Balai Penelitian Tanaman Jl. Raya Karangploso Kotak Pos 199
Pemanis dan Serat Malang 65152, Jawa Timur

Telp. (0341) 491447, 491449

Fax. (0341) 485221




NO.

NAMA

ALAMAT

Balai Penelitian Pertanian
Lahan Rawa

J1. Kebun Karet, Loktabat Utara Kotak
Pos 31 Banjar Baru 70712, Kalimantan
Selatan

Telp. (0511) 4772534, 4773034

Fax. (0511) 4773034, 4783742

Balai Penelitian Tanaman

Serealia

J1. Dr. Ratulangi No.274 Kotak Pos 1173
Maros 90154, Sulawesi Selatan
Telp. (0411) 318148, 371529, 371016

Fax. (0441) 371961

Balai Penelitian Tanaman
Palma

Jl. Bethesda II, Mapanget Kotak Pos
1004 Manado 65001, Sulawesi Utara
(0431) 812430
(0431) 812017

Telp.

Fax.

Balai Pengkajian Teknologi

Pertanian Sulawesli Selatan

J1. Perintis Kemerdekaan Km.17,5
Sudiang, Kotak Pos 1234 Makasar
90242, Sulawesi Selatan

(0411) 554522, 556449
(0411) 554522

Telp.

Fax.

10.

Balai Pengkajian Teknologi
Pertanian NTB

J1. Raya Peninjauan Narmada PO BOX
1017 Mataram 83010, Nusa Tenggara
Barat
Telp. (0370} 671312

Fax. (0370) 671620

11.

Balai Pengkajian Teknologi

Pertanian Sumatera Utara

Jl. Jend. Besar A.H. Nasution No.1B

Gedong Johor Medan 20143, Sumatera
Utara
Telp. (061) 7870710

Fax. (061) 7861020

12.

Balai Pengkajian Teknologi
Pertanian Jawa Tengah

Jl. BPTP No.40 Sidomulyo Ungaran
50519, Jawa Tengah

(024) 6924965, 6924967
(024) 6924965

Telp.

Fax.




NO.

NAMA

ALAMAT

13

Balai Pengkajian Teknologi
Pertanian Yogyakarta

Jl. Stadion Maguwoharjo No.22,
Karangsari, Wedomartani, Ngemplak,
Sleman, Yogyakarta

Telp. (0274) 884662

Fax. (0274) 4477053, 4477052

14.

Balai Pengkajian Teknologi

Pertanian Jawa Timur

J1. Raya Karangploso Kotak Pos 188
Malang 65101, Jawa Timur

Telp. (0341) 494052, 485056

Fax. (0341) 471255

15.

Pusat Penelitian Perkebunan

Gula Indonesia

Jl. Pahlawan No.25 Pasuruan, Jawa
Timur 67126

Telp. (0343} 421086, 421087

Fax. (0343} 421178

16.

Pusat Penclitian Kelapa

Sawit

PO BOX 1103 Medan 20001

J1. Brigjen Katamso No.51, Kp. Baru,
Medan 20158

Telp. (061) 7862477, 7862466, 7864850
Fax. (061) 7862488

17.

Pusat Penelitian Karet

J1. Salak No.1 Bogor 16151 Jawa Barat
Telp. (0251) 8319817, 8352732
Fax. (0251) 8324047

18.

Pusat Penelitian Kopi dan

Kakao Indonesia

J1. PB Sudirman No.90 Jember 68118
Telp. (0331) 757130, 757132,
Fax. (0331) 757131

19.

Universitas Andalas

Fakultas Pertanian Universitas Andalas
Kampus UNAND Limau Manis

Padang Kota 2561, Sumatera Barat
Telp. {0751) 72701, 72702

Fax. (0751) 72702

20.

Universitas Lampung

Fakultas Pertanian Universitas Lampung
J1. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar
Lampung, Lampung

Telp. (0721) 704946

Fax. (0721) 770347




NO.

NAMA

ALAMAT

21.

Institut Pertanian Bogor

- Fakultas Pertanian Institut Pertanian
Bogor
J1. Meranti, Kampus IPB Dramaga,
Bogor
Telp. (0251) 8629354, 8629364
Fax. (0251) 8629352

- Laboratorium Bioteknologi
Lingkungan IPBCC, Fakultas MIPA-
IPB
Jl. Meranti, Kampus IPB Dramaga,
Bogor
Telp. (0251} 8625481
Fax. (0251) 8625708

22.

Universitas Padjajaran

Fakultas Pertanian Universitas
Padjajaran

Kampus Fakultas Pertanian UNPAD
Telp. (022) 7796316

Fax. (022) 7797321

23.

Universitas Gajah Mada

Fakultas Pertanian UGM

J1. Flora, Bulaksumur Yogyakarta
55281, DIY

Telp. (0274) 563062, 548814, 6491298
Fax. (0274) 548814, 6491298

24,

Universitas Sebelas Maret

Fakultas Pertanian Univeristas Sebelas
Maret

JL. Ir. Sutami No.36A, Kotak Pos 4
Slouns 57126 Kentingan Surakarta,
Jawa Tengah

Telp. (0271) 637457

Fax. (0271) 637457

25.

Universitas Brawijaya

Fakultas Pertanian UB

J1. Veteran, Malang 65145, Jawa Timur
Telp. (0341) 551665, 565845

Fax. (0341) 560011




NO. NAMA ALAMAT
26. | Universitas Jenderal Fakultas Pertanian UNSOED
Soedirman Jl. Dr. Soeparno Karang Wangkal
Purwokerto
Telp. (0281) 638791
Fax. (0281) 638791
27. | Universitas Hasanuddin Fakultas Pertanian Universitas

Hasanuddin

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10
Kampus UNHAS Tamalanrea Makassar
90245, Sulawesi Selatan

Telp. {0411) 586014, 586200
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